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KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR : 91/UN47.C/KP/2015

tentang

PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING TESIS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM ANGKATAN 2014-2015
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Bahwa dalam kegiatan akademik Program Pascasarjana Universitas Neger
Gorontalo mensyaratkan disusunnya tesis sebagai salah satu syarat untux

menyelesaikan studi,

b. Bahwa untuk membimbing penulisan tesis tersebut perlu diangkat Komisi
Pembimbing yang mempunyai wewenang dan kemampuan akademik

c. Berdasarkan butir a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan

Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

Menimbang - a

a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

b. Undang-undang No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen

c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tingg!

d. Keputusan Presiden RI Nomor 54 tahun 2004 tentang Pengalihan Status IKIP

Negeri Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo
e. Keputusan Presiden RI Nomor 193/MPK.A4/KP/2014 Tanggal 10 September

2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negen Gorontalo

f. Peraturan Mendiknas Nomor 10 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata
Kerja (OTK) Universitas Negeri Gorontalo.

g. Peraturan Mendiknas Nomor 18 tahun 2006 tentang STATUTA Universitas
Negeri Gorontalo.

h. ljin Dirjen Dikti, Nomor : 106/E/0/2014 Tanggal 19 Mei 2014 tentang izin
Penyelenggaraan Program Studi S2 limu Hukum Universitas Negeri Gorontalo

. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 1775/UN47/KP/2014
tanggal 16 Desember 2014 tentang Pengangkatan Direktur Program

Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

Mengingat

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Gorontalo Nomor:
042.01:.400961/2016 tanggal 05 Desember 2015
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Memutuskan

Menetapkan

Pertama - Mengangkat mereka yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan sebagai Komisi Pembimbing Tesis Program Studi lImu Hukum Angkatan
2014-2015 Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

Kedua . Tugas pembimbing, yakni mengarahkan, memeriksa konsep, mendiskusi-kannya
dengan peneliti/penulis, serta mempertimbangkan diterima/ditelaah isi tesis.

Ketiga - Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada

anggaran yang tersedia untuk itu.

Demikianlah keputusan ini diterbitkan, disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat

dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/ kekeliruan dalam
penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan

di - Gorontalo
tapdqgal - 03 Februari 2015

irektur'/'/\/

rof. Dr. Hj. Moon H. Otoluwa, M.Hum
NIP. 19590902 198503 2 001

Tembusan yang terhormat,
1. Rektor Universitas Negeri Gorontalo.

2. Wakil Direktur | dan Il PPs Universitas Negeri Gorontalo.
3. Ketua Program Studi llmu Hukum
4. Bendahara PPs UNG
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Lampiran  * Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
Nomor 91 /UN47 C/ KP/ 2015
Tangaal 03 Februan 2015
Tentang Penetapan Komisi Pembimbing Tesis Program Studi lImu Hukum Angkatan 2014-2015 Program Pascasarjana Universitas Negeri
Gorontalo.
A I T - S S S
NO - NAMA MAHASISWA - JUDUL TESIS PEMBIMBING
il SRS W S I P
) | Kotat Romet Tinjauan Yuridis Terhadap PenuntutanTindak Pidana | 1. Prof Dr Johan Jasin, SH., M.Hum (Pembimbing )
1 B  Pemilu Yang telah Daluarsa. 2. Dr.Fence M. Wantu, SH., MH. (Pembimbing I1)
Analisis Yuridis Pembentukan Peraturan Daerah Di s 0 — i
- : 1. Prof. Dr Johan Jasin, SH., M.Hum (Pembimbing I)
2 | Arfin Ibrah : foun )
s Kabupaten Gorontalo 2. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H (Pembimbing 1)
: ' Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah i : o )
. - Kabupaten Gorontalo Menurut Undang-Undang Nomor | 1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH.. M.Hum (Pembimbing 1)
3 A t
s Canieng 12 Tahun 2011. 2. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag. M H. (Pembimbing I1)
_ __-__hﬁcxxc;;ihga-{r_l' ~ Mahkamah Agung Dalam | . | _—
f < I.Made Sudiana Menerbitkan Peraturan MA No.l Tahun 2008 ; Em; gr' .IJ:Ohanda;ln, iHl" M'HUE‘ (PembsmFtJng l_) _
Dalam Rangka Memperbaharui Hukum Acara -~ Frot.Ur.Fenty U. Puluhulawa, SH, M.-Hum (Pembimbing 1)
S5 | Jaharudin Umar Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap '+ Feat. I Jofian Jasm,_SH., M-.H“’.“ (Pembimbing |
: , Y ) 2. Dr. Rauf A. Hatu, M.Si (Pembimbing I1)
- _ Perlindungan Guru Di Gorontalo q
| | Mohamad Ikbal Kadi - Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam | 1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum (Pembimbing 1)
6 Mohamad lkbal Kadir Menjalankan  Fungsi  Pengawasan  Terhadap | 2. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H (Pembimbing |1)
Pemerintahan Desa di Kabupaten Gorontalo o - B
- ~ Analisis Yunidis Pelaksanaan Peraturan
ahl-are oune N = B 2012 Tentany . ; :
| | Man KA "‘r{“’_rf‘o'?;f“ ] [I;".';‘_’“a ’R]in“;;“jfzi 1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum. (Pembimbing |
7 | Pattanuddin Peniyesian Dalsan Luwiak Hoan RN Uen | o g ow Wantu, SH., MH (Pembimbing I1)
Jumlah Denda Dalam KUHP D1 Kabupaten
;’ Gorontalo - D s
- : Kedudukan Benda Jaminan Atas Tanah Sebagai | 1. Dr Fence M. Wantu, SH. MH. (Pembimbing 1)
8

1 Yet1 Yunus Ibrahim

|

Hak Tanggungan Ditinjau Dari Hukum Kepailitan

2. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H, (Pembimbing I1)

Scanned by TapScanner



WA
NO. j NAMA MAHASIS

9 | Sri Mila Ulitoto

JUDUL TESIS

' Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementas:
Kebijakan Penjatuhan  Hukuman Disiplin - Bagi
. Pegawai Negen Sipil Di Kab. Gorontalo

PEMBIMBING

1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum (Pembimbing I)
2. Dr. Muh. Yani Firdaus SH., MH. (Pembimbing |l)

|
10 | Ali Rajab

- Sebagair Upaya Pembinaan Anak.
|

l

' Proses Diverst Dalam  Sistem Peradilan Anak

1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum (Pembimbing I)
2. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH. (Pembimbing |l)

.
11 iArlan Helingo

Pertanggunglawaban Pidana Korporasi Dalam
Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia

1

12 | Banelaus Naipospos

1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum (Pembimbing |)
2. Dr. Muh. Yani Firdaus SH., MH. (Pembimbing I)

Analisis  Yuridis Penerapan Pidana Tambahan
Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak
Pidana Korupsi

13 | Encang Hermawan

1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum (Pembimbing I)
Dr. Muh. Yani Firdaus SH.. MH (Pembimbing II)

- Gorontalo Tentang Pengadaan Bahan Pustaka pada
Kantor Perpustakaan DaerahKab. Bone Bolango

1
14 | Katrinawat l.asena

1. Prof Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum.(Pembimbing I)
Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum.(Pembimbing Il)

Pernyertaan  Korporasi  Dalam Tindak Pidana
Korupsi.

1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum (Pembimbing I)
2. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum (Pembimbing II)

15 | Mashuri

16 ' Meyke M. Camaru

|
|
+

Pro-KontraPenetapanHukunanMati  di  Indonesia
(UpavaMencanNilaiKeadilan.

- KemanfaatandanKepastianlukum)

1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum. (Pembimbing 1)
2. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH. (Pembimbing 1)

jPelaksunuun Pembuktian Terbalik dalam Proses
- Peradilan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang
- ( Studi Kasus). B

17 | Yulyan Rahim
|
|

1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum. (Pembimbing |)
2. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum (Pembimbing 1)

Tinjauan Yunidis Penerapan Pasal SG_A}-‘al I

KUHAP  Dalam Penyelesaian  Perkara Pidana
' (Anahsis  Perlindungan  Hukum Bagi  hak-hak

[ Tersangka).

1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum (Pembimbing )
2. Dr Fence M. Wantu, SH., MH. (Pembimbing I1)
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|

I;
|
I

' NO | NAMA MAHASISWA JUDUL TESIS J PEMBIMBING
| | I - - -
18 | Copnsintt S l‘icnﬂﬁma_n_ Hukum Bagi Narapidana (?rang Tua ii 1. Prof. Dr. Fently U Puluhulawa, SH, M.H_um _(Pembimbing )
| : - Kandung Terhadap Pemerkosaan Anak Kandung. | 2. Dr. Muh. Yani Firdaus SH., MH. (Pembimbing 1)
| |
| Status Dan Keduduk: . Dalam Perkawi ., o - N
" ] | ,,‘1 | an .Ld.w‘.ml‘ ! /}n‘r,ik Daldm ILr]“]‘.""man 1. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH. (Pembimbing 1)
Cristian Armstrong Campuran di Tinjau Dari Undang-undang Nomor : 8 i
92 | e e < © 2. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H (Pembimbing Il)
| - Thiyme . 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan .
| | ‘
| " Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Kebebasan
o L e Bl | Berkontrak Dan Asas Itikad Baik Dalam Suatu | 1. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH.(Pembimbing I)
[ X - Hukum Perjanjian. ' 2. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H. (Pembimbing II)
{ |
| Analisis Sosio-Yuridis Putusan MK No.46/PPU- _
21 | Sitriva Daud ' VIII/2010 Tentang Hak Keperdataan Anak Luar | 1. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH. (Pembimbing |)
S TR Nikah. 2. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H. (Pembimbing I1)
. S — i
Eksckusi Putusan  Badan ~ Arbitrase Syariah
29 | Padmilah ' Nasional Dalam Persfektif Undang-Undang No. | 1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum. (Pembimbing |)
| radmiia ' 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman. 2. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H. (Pembimbing )
| : I | - -~
| | | chgnﬁiukun Benda '.l‘ar?unan /_xlas ['anah Su:b_agal 1" Dr Fence M. Wantu. SH.. MH. (Pembimbing |
23 | Yeu Yunus Ibrahim ' Hak Tanggungan Ditinjau Dar Hukum Kepailitan. 5

Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H. (Pembimbing I1)

Direktur,

"

rof. Dr. Hj. Moon H. Otoluwa, M.Hum

NIP. 19590902 198503 2 001
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SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Nomor  1049/UN47 C/KM/2016

TENTANG

PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING TESIS
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM ANGKATAN 2015-2016
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Menimbang ~a bahwa dalam kegiatan akademik Pascasarjana Universitas Negern Gorontalo
mensyaratkan disusunnya tesis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi.
b bahwa untuk membimbing penulisan tesis tersebut perlu diangkat Komisi Pembimbing
yang mempunya wewenang dan kemampuan akademik;
berdasarkan butir a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur

Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo

C

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional,
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Dalam Jabatan Struktural,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan,

dan Pemberhentian Pengawai Negeri Sipil,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Tinggi dan Pegelolaan Tinggi:
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan

IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006
tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo:

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan
Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi
Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-
BLU),

12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
193/MPK A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd
sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2014-2018;

13. lin Dirjen Dikti, Nomor: 106/E/0/2014 Tanggal 19 Mei 2014 tentang izin
Penyelenggaraan Program Magister lImu Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

14, Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 372/H47 A2/DT/2009 tanggal
1 Mei 2009 tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan Fakultas dan Direktur Program
Pascasarjana Untuk Atas Nama Rektor Menandatangani Surat Keputusan yang
Berkaitan dengan Kegiatan Akademik di lingkungan Fakultas dan Program

Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo:

Mengingat £

DB W
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Memperhatikan

Menetapkan
Pertama

Kedua
Ketiga

Keempat

Tembusan Yth .

15. Surat Keputusan Rektor Universitas Neger Gorontalo Nomor 59:’UN47/KPK2016
tanggal 7 Januari 2016 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Sarson W. Dj. Pomalato,
M.Pd sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Neger Gorontalo.

1 Daftar Usulan Nama Dosen Pembimbing Mahasiswa Program Magister limu Hukum

yang dilengkapi dengan Judul Tesis
7 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negert Gorontalo Nomor:
042.01.400961/2016 tanggal 05 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

Mengangkat mereka yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan sebagai Komisi Pembimbing Tesis Program Magister llmu Hukum Angkatan
2015-2016 Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo

Tugas pembimbing, yakni mengarahkan, memeriksa konsep, mendiskusikannya dengan
peneliti/penulis, serta mempertimbangkan diterima/ditelaah isi tesis

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran yang
tersedia untuk itu.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada yang bersangkutan
untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab dengan catatan apabila terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : GORONTALO

Prof. Dr. H. Sarson W. Dj. Pomalato, M.Pd
NIP 196006031986031003

1. Para Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

2. Ketua Program Magister limu Hukum Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
3. Bendahara Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo

4. Arsip
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Lampiran : Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo

Nomor - 1049/UN47 C/ KM/ 2016
Tanggal 28 November 2016
Tentang

— N
| NAMA MAHASISWA NIM

- Penetapan Komisi Pembimbing Tesis Program Magister llmu Hukum Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo Angkatan 2015-2016

|
' JUDUL TESIS

’. PEMBIMBING
")1 NO. \ ;
1 , | Peran Sekretaris DPRD (SEKWAN) Bonebolango Dalam | 1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum
i 1 ‘Chs_?rj REHDS b FaMIBIG | Menunjang Kinerja Anggota DPRD Bone Bolango 2. Dr. Duke Arie Widagdo., SH., M.H
'!- . | Efektivitas Penegakan Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil di | 1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum
' 2 | Ifnyant_o el BN _ ‘1 Gorontalo Utara - 2. Dr.Udin Hamim, S.Pd, M.Si
i | Kedudukan Hukum DPRD Dan Kepala Daerah Dalam | 1. Prof. Dr. Johan Jasin. SH. M.Hum
F
I 3 | Moh j:-un Arsyad | 751415020 |] Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo 2. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H
| Efektivitas Pengawasan Inspektorat Terhadap Penyaluran Dana | 1. Prof. Dr. Johan Jasin. SH., M.Hum
4 | Murtiyanun A. Abdullah 751415021 | Bantuan Operasional Sekolah Di Kabupaten Bolaang | 2. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H

—_— e -

| Mongondow Timur

1
. Totalitas Serambi Madinah Dengan Falsafah Adat Bersendikan 1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum
9 | Gusniaro Mokodompit 751415010 | Syara', Syara' bersendi Kitabullah Dalam Pandangan Hukum I 2. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H
i ) Tata Negara |
| Sinergitas Antara Kepala Daerah Kabupaten Kota Terhadap | 1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH.. M.Hum
| 6 | KanmR. Toiti - 751415017 | Pelaksanaan  Peraturan  Gubernur  Gorontalo Tentang | 2. Dr. Udin Hamim, S.Pd. M.Si
| Penetapan Desa Wisata
I Implikasi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan | 1. Prof Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum
7 | Husin Mahmud 751413012 | Daerah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ' 2. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum
J | Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
] _T | Peran Lembaga Adat Dalam Sistem Pemerintah Daerah (Studi | 1. Prof. Dr. Johan Jasin. SH., M.Hum
| 8 | Rustam Anwar ! 7514159_2_2_’ | Kasus Lembaga Adat Kabupaten Gorontalo) 2. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H |
| 5 | Julianti Katili 761415016 Konsep Pidana Anak (Anak Sebagai Korban) Dalam ' 1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum |
| | Pembaharuan Hukum Pidana 2. Dr. Zainuddin., MH
| Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban | 1. 1

| o
10 | Avelia Rahma Y. Mantali | 751415004
|

Polda Gorontalo)

Pelecehan Seksual Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus Di | 2.

l

Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH. M.Hum
Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H

|
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. SR S T R T LU - SO TSN
\NO \NAMA MAHASISWA | NIM JUDUL TESIS T PEMBIMBING
| - I Efektivitas Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana ' 1. Prof. Dr. Fenty U Puluhulawa, SH, M.Hum |
' 11 Kermila D Radjak 751415018 | Anak Pelaku Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Gorontalo | 2. Dr. Fence M. Wantu, SH.. MH |
‘ o | RE | Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Il ~ Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum
| ?2 LNurdtaru,-. B B | ?51415_0_22 | Yang Dilakukan Oleh Apak _2_.___9@ Dr. Johan Jasin, SH., MHUum |
1. Wiilandas Ciciiia s Penegakan Hukum Tindak Pidana Money Laundering Dengan ~ Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum
‘-L 1 { et S1415028 | Sistem Pembuktian Terbalik | 2. Dr. H. Zainuddin Mappong, SH., M.Hum
e | ~ | Analisis Yuridis Terhadap Bukti Elektronik (Dokumen Elektronik) | 1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum
| - Kedudukan, Nilai, Derajat dan Kekuatan Pembuktiannya | 2. Dr. Duke Arie Widagdo, SH., M.-H
, 14 | Endro Heryanto S ' Dalam Hukum Acara Ditingkat Peradilan (Studi Kasus Di PN
. - | | Gorontalo/PN Limboto)
| | Tinjauan Tentang Sanksi Verbalisan Terhadap Tindak Pidana | 1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum
15 Andi Munarty 751415002 | Narkotika 2. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H
o T oeaa | Pembahasan Hak Atas Tanah Guna Perluasan Bandara | 1. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH |
| ol sl Ka'_ _ ‘_35_1?15027 | Djalaludin Gorontalo 2. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H
| Eksekusi Putusan Dalam Perkara Perdata Yang Telah | 1. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH |
17  Mansyur 751415019 | Berkekuatan Hukum Tetap Dengan Objek Sengketa Tanah dan | 2. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H *
- | Bangunan Oleh Pengadilan Negeri Gorontalo
| Peran Badan Pertahanan Nasional (BPN) Dalam | 1. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH
' 18 Dhevie Julianti Siden 751415006 | menanggulangi Penertbitan Sertifikat Hak Milik Ynag Masih | 2. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H
. S Berstatus Tanah Adat -
| Analisis Yuridis Pengalihan Lahan Di Kecamatan Wonosari | 1. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH
1 9 *_"i_y_af._lfjrus Adam ?514150_1_5 Kabupaten Boalemo _ 2. Dr. Andi Muliyani Hasyim, SH., MH
| ' Analisis Yundis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun . 1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum
| 20  Dewi Andani Arsyad 751415005 | 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Sebagai Salah Satu Upaya | 2. Dr. Nur Mohamad Kasim, S Ag, M.H
| Untuk Membantu Penanggulan Kemiskinan
T a 'Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Dibawah Umur Dan | 1. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH
;’_21 Sofyan Tou 79141026 | Pengaruhnya Bagi kehidupan Berumah Tangga 2. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H
f ' Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran auandang- Undang Hak = 1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum
22 | Salahuddin Littie 751415024 | Cipta Tentang Keaslian Gema Takbiran Di Provinsi Gorontalo 2. Dr. Andi Muliyani Hasyim, SH., MH

l

L
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ILNO NAMA MAHASISWA I NIM JUDUL TESIS | PEMBIMBING

Ffektivitas Pelaksanaan Hukuman Mati Kasus Narkotika Dalam 1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum
' 23 | Fricilia Jelita Wartabone | 751415009 | Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika Di 2. Dr. Zainuddin., MH

| | | Gorontalo o | :
T Pertanggung Jawaban Pidana Anak di Bawah Umur Terhap | 1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum
24 | Gustin Lihawa | 751415011 Pembunuh Ayah Kandungnya ) 2. Dr. Duke Arie Widagdo, SH., M.H

rof. Dr. Sarson W. Pomalato, M.Pd
NIP:196006031986031003

Scanned by TapScanner



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARIANA T NIVERSITAS NEGERIGORONTALO
NOMOR . 102VENAT.C/KM2017

fentang

PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTERIINMU HUKUM
TAHUN AKADEMIK 2016/2017
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Menimbang  : a. bahwa dalam kegiatan akademik Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
mensyaratkan disusunnva tesis sebagai salah satu syarat untuk menvelesaikan
studi

b. bahwa untuk membimbing penulisan tesis tersebut  perlu diangkat Komisi
Pembimbing yang mempunyai wewenang dan kemampuan akademik:

¢. berdasarkan butir a dan b di atas. maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur
Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

l'ndang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang No. 14 Tahun 2005. tentang Guru dan Dosen.

Undang - undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyvelenggaraan Pendidikan

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi:

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang
Standar Pendidikan Tinggi

6. Keputusan Presiden RI Nomor 54 tahun 2004 tentang Pengalihan Status IKIP
Negeri Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo.

7. Keputusan Mendikbud RI Nomor 193/MPK/A4/2014 tanggal 10 September 2014
Pengangkatan Dr. H. Syamsu Qamar Badu. M.Pd sebagai Rektor Universitas
Negert Gorontalo masa jabatan 2014 - 2018:

8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2013
lentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Negeri Gorontalo:

9. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 39/UN47 KP 2016
tanggal 7 Januan 2016 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas
Negeri Gorontalo.

10. Keputusan  Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang  Penetapan
Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional scbagai
Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Lavanan
Umum (PK-BI.U)

I'l. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik  Indonesia Nomor
193/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Dr. H. Syamsu Qamar Badu. M.Pd
sebagal Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2014-2018

12.1jin Dirjen Dikti. Nomor : 106/E/0/2014 Tanggal 19 Mei 2014 tentang izin

Penyelenggaraan Program Studi S2 llmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo:

Mengingat

h o Lo 1D —
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13. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 372/1 4?.A2s’D'I‘Y2(}0‘)
tanggal 1 Mei 2009 tentang Pemberian Kuasa kepada Dt‘:kjun‘Faku tas dan Direktur
Pascasarjana Untuk Atas Nama Rektor Mcnamiatangaw Surat Keputusan yang
Berkaitan dengan Kegiatan Akademik di lingkungan Fakultas dan Pascasarjana

niversitas Negeri Gorontalo |

14. lSFl:‘E:l:IELlT;LllllHin Rektor Universitas Negeri (iurnnlaln‘Nmmmr E‘J.f"I:JNél?.-’K]’:‘“2(}1}6
tanggal 7 Januart 2016 tentang I“cngﬂngkﬂlunll”ro{_ Dr. Il.. %arsnn W. Dy.
Pomalato. M.Pd sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

Memperhatikan : 1. Daftar usulan nama Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Magister
mu hukum vang dilengkapi dengan Judul Tesis.

O Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Gorontalo
Nomor:  SP.DIPA-042.01.2.400961/2017 tanggal 7 Desember 2016.
Memutuskan
Menetapkan | y
Pertama - Mengangkat mereka yang nama-namanya s::hugmm:.l.na'Icrcuntum da]um+ lampiran
Surat keputusan ini sebagai Komisi Pembimbing Tesis Program :'\f"lugn;lsr [Imu
Hukum Tahun Akademik 2016/2017 Pascasarjana Universitas Negerl Gorontalo.
Kedua ~ Tugas pembimbing, yakni mengarahkan. memeriksa kmm.j]'}. rnurfd.isku_ﬁi-kunn}'u
dengan peneliti/penulis. serta mempertimbangkan f.iitm'iln:;udlllulvuuhl 1S1 LeSIS..
Ketiga - Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada
anggaran yang tersedia untuk itu. -
Keempat . Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada  vang

bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa langgungjawab dengan
catatan apabila terdapat kekeliruan  dalam  keputusan ini - akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditctapkan di @ Gorontalo
Tanggal 06 OKktober 2017
Dirgktur,

of. Dr. H. Sarson W.D.J. Pomalato, M.Pd
NIP. 196008081986021003

Tembusan Yih .

ara Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negert Gorontalo:

Ketua Program Magister [lmu Hukum Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo:
Kasubayp Tata Usaha Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo:

Jendahara Pascasarjana Universitas Negert Gorontalo:

. Arsip:-
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Lampiran
Nomor
Tangga
Tentang

Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
1023/UIN47.C/KM/2017

06 Oktober 2017
i i " = . . T - - ..- . . F i . W ® - § | 5 2 T '-?
. Penetapan Komisi Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Magister HImu Hukum Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo T.A 2016/2017.

JUDUL TESIS

PE WBIMBIN(-

NO NAMA - N _
- L - ~ Konsep Pidana Overmacht dalam Pembaharuan Hukum Pidana 1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa. SH.. M.Hum
I | Haddra G. Dotulong 2. Dr. Lusiana Margareth Tyjow. S.H.. M.H.
N ,}__ _} o Ne Ixun-mp Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Radikalisme Agama di [I. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa. SH.. M.Hum .i
- 6 Desmano Neto Gorontalo B 2. Dr. Nur Mohamad Kasim. S.Ag. M.H r
- ?\ A ] Tinjauan Kriminologi Prostitusi Terselubung di Kota Gorontalo 1. Prof. Dr. ILnu U. Puluhulawa. SH.. M.Hum |
| T ADICE o | 2. Dr. Fence M. Wantu. SH.. M1 ’
et e — : - . - 3 i \
4 ' | Gedis Purriadita Tinjauan Yuridis Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual [l. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa. SH.. M.Hum Ir
e | - >, Dr. Duke Arie Widagdo. SH..M.H |
¢ | ] anto Tirand: Analisis Yuridis Pencrapan Diversi pada Peradilan Pidana Anak 1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa. SH.. M.Hum |
[— nt‘T_Ii} iranda ~ R. Prof. Dr. Johan Jasin. SH.. M.Hum Jr
..-' Rongki Ali Gobel Tu rgenst Kedudukan Advokad Sebagair Penegak Hukum dalam Sistem [I. Prof. Dr. Fenty U, Puluhulawa. SH.. M.Hum |
| = _ Peradilan Pidana di Indonesia 2. Dr. Duke Arie Widagdo. SH..M. H |

Nolvionita Sofvan

# = - — - —

|

' Ngguli Liwar P Awang

I’ulmdunudn Hukum [Lrhdddp Pekerja dalam Perjanjian Waktu Tertentu
(PKWT) di Kota Gorontalo

]E,'Dr,

. .

Fence M. Wantu. SH.. MI1
U dm Hamim. S.Pd. M.Si

I’mepdn Gugatan Sederhana (Small Calim Court) dalam Hukum
Perdata Indonesia Sebagal Upaya Penyelesaian Perkara Sesuai dengan
~ Azas Peradilan Cepat. Sederhana dan Biaya Ringan

2
I
D.

. Dr.

Fence M. Wantu. SH.. MH

Dr. Andi Muliani. SH.. M.H

|
f
|
|
|

. Dr. Nur Mohamad Kasim. S.Ag. M.H

L

Narumalina Lumalaga Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diatas Hak Ulayat I. Dr. Nur 'MUEE{I‘I'IH-d Kasim. S.Ag. M.H |:

| T - 2. Dr. Andi Muliani. SH., M.H '5

‘ Rian Adi Putra Nurdin Puwal;hdn Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur Kepada Pihak KLI]”B 1. Dr. Fence M. Wantu. SH.. MH !

J tanpa Persetujuan Kreditur - ) 2. Dr. Nur Mohamad Kasim. S.Ag. M.H |

11 j|j Babirriag Adam Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Asuransi di PT. |I. Dr. Fence M. Wantu. SH.. MH |
o o Asuransi Jiwasraya 2. Dr. Lusiana M: largareth Tijow. S.H.. M.H. |
12 Binre Novies Barnuidi Peran \lpmlilml ]Lr]mddp Pembebasan ahan Pe mhmwunan di I\dhupdun 1. Dr. Nur Mohamad k Kasim. S. f\.u M.H Ii
o _ Gorontalo Utara 2. Prof. Dr. Johan Jasin, SH.. M.1lum 1

- !\Luumngdn Dewan Perwakilan Daerah dalam ]‘cmhentukdn Ll]ddnﬂ- 1. Prof. Dr. Johan Jasin. SH.. M.H |

. o s : ¢ Hum

13 Andy Y. Supriadi Undang Pasca Perubahan Keempat UUD 1945 2. Dr. Udin Hamim. S.Pd. M.Si |
: PLTIIHdL!ﬂ”dH ] Hukum Terhadap Pekerja r)unumunn di Kota Gorontalo 1. Prof Dr. Johan Jasin: & = =
14 | Ismail M. Djafar ; ohan Jasin. SH.. M.Hum |
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Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia | E:*hudup Pekerja Anak di |1 Prof. Dr. Johan Jasin. SI.. M.1Hum
15 FFirra Kristaung Linjau  dart - Undang-Undang  No. 13 Tahun 2003 Tentang P. Dr. |.usiana Margareth T'ijow. S.H.. M.
) - ~ Ketenagakerjaan di Kota Gorontalo - -

16 Tri Clvia Bilals Finjauan Yuridis Kedudukan Peraturan Mentri dalam Hirarki Peraturan |1 I’mf“_. Dr. .lnh‘un .'E!.‘ﬂil]. SH.. M.Hum
- | - __ Perundang-Undangan (Kajian Pasal 7 UU No.12 Tahun 2011) 2. Dr. Duke Aric Widagdo. SH.M.H
17 1| Ria Rizks Thrahim Peran Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham dalam Penyusunan |1, ]’rnlj. Pr. .l_nhun Jasin. SH.. M. Hum

; ) _ Peraturan Dacrah di Kota Gorontalo P. Prof. Dr. I'enty U. Pulubulawa. SH.. M.Ifum

'; Analisis Terh: Wdap Peraturan Daerah Kota Gorontalo No. 6 Tahun 2012 1. Prof. Dr. Johan Jasin. SI1.. M. Hum
18 ! Tentang  Kewajiban Baca  Tulis Al-Qurian  bagi  Masyarakat yang 2. Dr. Duke Arie Widagdo. SH..M.H |

Kamarudin Dunggio . : o 3
o Beragama Islam Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang

I - . Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan - .
I I‘cncmmn Jabatan PPK Terhadap Tugas dan Tanggung Jawab Pengguna [I. Prof. Dr. Johan Jasin. SH.. M.Hum
19 | Ronal Hasiru Anggaran Bagi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah 2. Dr. Zainuddin Mappong. SH.. M.H
| Kabupaten Gorontalo
| Kedudukan Peraturan Desa Pasca Bcrlal\u:wa Undang-U ;131111;__ Nomor 12 [1. Prof. Dr. Johan Jasin. SH.. M_Hum
. Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 2. Dr. Fence M. Wantu. SH.. MH |
: .
D

20 | Kadek Wijayanto

Evektifitas Pelaksanaan Rehabilitas Korban Penyalagunaan Narkotika di |1. Prof. Dr. Johan Jasin. SH.. M.Hum
| Kota Gorontalo . Dr. Lusiana Margareth Tijow. S.H.. M.H.

- — — ———— - = —_—d

21 Halim Monoarfa

of. Dr. H. Sarson W.DJ. Pomalato, M.Pd
NIP. 196008081986021003
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UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

PASCASARJANA
Jalan Jenderal Sudirman No. 06 Kota Gorontalo, 96128
Telepon (0435) 821125-831984 Fax (0435) 821752-827690

Laman : http://www.ung.com

KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR : 741/UN47.C/KM/2019

TENTANG

PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

PROGRAM MAGISTER HUKUM
TAHUN AKADEMIK 2018/2019
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Menimbang : a. bahwa dalam kegiatan akademik Pascasarjana Universitas Negeri
Gorontalo mensyaratkan disusunnya tesis sebagai salah satu

syarat untuk menyelesaikan studi;
b. bahwa untuk membimbing penulisan tesis tersebut perlu diangkat

Komisi Pembimbing yang mempunyai wewenang dan kemampuan

akademik;
c. berdasarkan butir a dan b di atas, maka perlu diterbitkan

Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional.

Undang-undang No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.

Undang — undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang

Pendidikan Tinggi.

S5. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun
2014 tentang Standar Pendidikan Tinggi

6. Keputusan Presiden RI Nomor 54 tahun 2004 tentang Pengalihan
Status IKIP Negeri Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo.

7. Keputusan Mendikbud RI Nomor 193/MPK/A4/2014 tanggal 10
September 2014 Pengangkatan Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd
sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo masa jabatan 2014 -
2018;

8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas
Negeri Gorontalo;

9. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor
09/UN47/KP/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pengangkatan
Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo:

~ah S
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10.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang
Penetapan Universitas Negeri  Gorontale pada Departemen
Pendidikan  Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang
menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Lavanan Umum (PK-
BLU).

11 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan Republik
Indonesia Nomor 193/MPK A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Dr.
H Svamsu Qamar Badu. M Pd sebagai Rektor Universitas Negeri

Gorontalo Periode Tahun 2014-2018 |
12 Permenristek Nomor 82 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas

Negeri Gorontalo. |
13.1jin Dinjen Dikti, Nomor 106/E/0/2014 Tapml 19 Mei 2014
tentang izin Penvelenggaraan Program Studi 82 [lmu Hukum

Universitas Negeri Gorontalo, | |

14 Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Ting@
Republik Indonesia Nomor : 420/KPT/1/2018 Tentang Perubahan
Nama Program Studi pada Universitas Neger Gorontalo;

15.Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor
372/H47.A2/DT/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Pemberan
Kuasa kepada Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana Untuk
Atas Nama Rektor Menandatangani Surat Keputusan yang
Berkaitan dengan Kegiatan Akademik di lingkungan Fakultas dan
Pascasarjana Universitas Negen Gorontalo,

16.Surat Keputusan Rektor Universitas Negen Gorontalo Nomor

59/UN47/KP/2016 tanggal 7 Januan 2016 tentang Pengangkatan
Prof. Dr. H. Sarson W. Dj. Pomalato, M.Pd sebagai Direktur

Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

Memperhatikan : 1.Daftar usulan nama Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa
Program Magister hukum yang dilengkapi dengan Judul Tesis.
2.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negen
Gorontalo Nomor: SP.DIPA-042.01.2.400961/2019 tanggal 7
Desember 2018.
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( | Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan Yth :

MEMUTUSKAN

. KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI

GORONTALO TENTANG

. Mengangkat mereka yang nama-namanya sebagaimana tercantum

dalam lampiran Surat keputusan ini sebagai Komisi Pembimbing
Tesis Program Magister Hukum Tahun Akademik 2018/2019
Pascasarjana Universitas Neger1 Gorontalo.

. Tugas pembimbing, yakni mengarahkan, memeriksa konsep,

mendiskusi-kannya dengan peneliti/penulis, serta
mempertimbangkan diterima/ditelaah isi tesis..

. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini

dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan

kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa
tanggungjawab dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Gorontalo
Tanggal 17 Juni 2019

\

ARBON W.DJ. PGMALATO

. 196008081986021003

1. Para Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;

2. Ketua Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
3. Kasubag Tata Usaha Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
4. Bendahara Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
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/C;.MPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 741/UN47.C/KM/2019

TANGGAI

TENTANG lrl NETAPAN KOMISI PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER HUKUM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERT GORONTALO TAHUN

17 JUNI 2019

AKADEMIK 20182019

NO
1

——
|

5

 Marlem: Makuta

[ 710518004

vi Hastun

i 710 518010

L0518 028

— -

NAM \f\l‘\‘l

710 S18 001
LLa Aba

~ JUDUL TESIS

Modcl Pcmuiél{hl'i'an Data Pemilih Pemilihan Kepala Daerah dan

Prof Dr Johan Jamﬁ, SH M. Hum

PEMBIMBING

e — ——

Dr. Duke Arie Widagdo, SH MH,C.L.A

Mckannmc Pencalonan Pemilihan l\epala Daerah dan Wakil

Sutnsno
710 S18 045

—— e = -

1 Nustiludin |

| 710818036

I"adxla Suronoto
710 S18 002

— _..__..-.-.-_....—.‘

?1(1*18 026

falmauah S Khah

_ 710518 048

kcpala Daerah -

“Prof Dr Johan Jasin, SH .M Hum

Dr. Duke Aric Widagdo, SH ,MH, C.LA

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Yang D Lakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor ;
19/P1d Sus Tpk/2014/PN Gtlo)

b = P — |1 —

Prof Dr. Fenty U Puluhulawa,SH. M. Hum

Dr. Lusiana Margareth Tyyow, SH . MH

'~ Analisis Viktimologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak
Pidana Teronsme D1 Indonesia

o

Prof Dr. Fenty U. Puluhulawa,SH.,M.Hum
Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH MH

Implcmuuau Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Dalam
Mew ujudkan Transparansi Pemerintahan (Studi Pada Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Gorontalo)

L e

Prof Dr. Johan Jasm 1. SH. M .Hum
Dr. Nina Mirantic Wirasaputri, SH. . MH

- Analisis Kebijakan Pemberhentian Pegawai Negen Sipil (PNS)
| Mantan Narapidana

. Prof. Dr. J{ilﬁnlabin SH. .M Hum
. Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH MH

T Efekufitas Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian

Wahana ‘safpa.h ]

1710 518 034

Penﬂnﬂanan Perkara Tindak Pidana Korupsi

. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa,SH.,M.Hum

Dr. Duke Ane Widagdo, SH. . MH,C.L.A

Penanb;:ungauaban Korporasi Maskapai Penerbangan Indonesia
Atas Kecelakaan Pesawat Udara

Dr. Fence M. Wantu, SH _MH

" Heny Mudy Rahaju
710 518 046

Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Ra.qhda Nmﬂllh W
Huluken

Dr. Ha. Nur Mohamad Kasim, S.Ag. MH

Prof Dr. Fenty U Puluhulawa,SH. M Hum
Dr. Lusiana Margareth Tyow, SH., MH

| Efekufitas Peran Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Hak
- Cipta (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)

1o = (b0 — (1 — |10 =10 —

Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa,SH.,M.Hum
Dr. Ha. Nur Mohamad Kasim, S.Ag. ,MH

~ Awal Ratna Margasan
T10518 044

| Perlindungan Hukum Pemenang Lelang Terhadap Perlawanan

Ekﬁckusr Hak Tanggungan

Dr. Fence M. Wantu, SH . MH
Dr. Dian E kawau Ismail, SH. MH

T:pologn Kejahatan Korupsi Versus Kejahatan Perbankan (Studi
 Kasus Perkara Bank Sulutgo Cabang Limboto)

1D D -

Prof. Dr Fenty U. Puluhulawa,SH.,M. Hum

. Dr. Ha. Nur Mohamad Kasim, S.Ag . MH

m———— — ——
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__———{Kasim, S.Ag.,MH

13 | Ronal Ngadi Problematika Hukum Kompetensi Absolut Pengadilan Terhadap [ 1. Dr ga Nur Moham M Hum
710 518 013 Hak Eksekusi Atas Objek Tanggungan Ekonomi Syariah 2. Prof. MM SH..M Hum
14 Victor Raymond Yusuf Penerapan Asesmen Terpadu Dalam Penegakan Hukum Terhadap | 1. Prof Dr. Fenty U- Puluto ﬁH <ai
710 518 032 Penyalah Guna Narkotika Berdasarkan Pasal 127 Huruf A 2 Dr. Fence M. Wantu, SH-.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika _ T
15 Sotyan Piyo Model Akuntabilitas Partai Politik Terhadap Penggunaan Dana 1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH..M. 15111 i
710518 017 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | 2. Dr. Ha. Iil}[_@_‘?__@-m—ﬁd Kasim, S. I_Tg}&[ £
16 Mohamad Batu Kriminalisasi Penyidik Kepada Tersangka Dalam Proses 1. Prof Dr. Fenty U. Puluhulawa, AL
710518 016 Penyelidikan (Studi Kasus Putusan Nomor : 2. Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.MH
03/PRAPER/2008/PN.Mdo)
17 Meylinda Miolo Efektivitas Pengawasan Bumdes Di Kabupaten Bone Bolango 1. Prof Dr. Johan Jasin, SH_,M.HUIH
710 518 041 2. Dr. Ha. Nur Mohamad Kasim, S.Ag. .MH
18 Nabih Amer Tinjauan Yuridis Terhadap Regulasi Pengawasan Organisasi 1. Prof Dr. Johan Jasin, SH.,M.Hum
710 518 023 Kemasyarakatan Di Indonesia 2. Dr. Ha. Nur Mohamad Kasim, S.Ag ,MH
19 | Hendra Dude Model Koordinasi Penanganan Perkara Korupsi Antara Aparat 1. Prof Dr. Fenty U. Puluhulawa,SH..M.Hum
710 518 030 Pengawas Intern Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum 2. Dr. Nina Mirantie Wirasaputri, SH. . MH
20 Tegar Mawang Dhita Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak 1. Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.. MH
710518 027 Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara) 2. Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH.,MH
21 Ahmad Khairuddin Lembaga Prapradilan Sebagai Alat Kontrol Bagi Penyidik Dalam | 1. Prof Dr. Fenty U. Puluhulawa,SH.,M.Hum
710 518 019 Perkara Tindak Pidana 2. Dr. Fence M. Wantu, SH. MH
22 Adhan Perlindungan Hukum Lembaga Keuangan Dalam Penyelenggaraan | 1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH..M.Hum
710 518 042 Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending 2. Dr. Ha. Nur Mohamad Kasim, S.Ag. MH
23 Rismanto Kaku Urgensi Pengaturan Trading In Influence Dalam Undang-Undang | 1. Prof Dr. Fenty U. Puluhulawa,SH..M.Hum
710518 012 Tindak Pidana Korupsi Terhadap KPK 2. Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH., MH
24 Susanti Hasan Aset Badan Usaha Milik Desa Dalam Perspektif Hukum dan l. Prof. Dr. Johan Jasin, SH.. M.Hum
710518 022 Keuangan Negara 2. Dr. Ha. Nur Mohamad Kasim, S.Ag.,MH
25 Sitti Saadiyah Aid Perlindungan Hukum Dalam Pembagian Warisan Dalam I. Dr. Ha. Nur Mohamad Kasim, S.Ag.,MH
710 518 025 Masyarakat Keturunan Arab Di Kota Gorontalo 2. Prof. Dr. Johan Jasin, SH..M.Hum
26 Arki Paselon Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana | 1. Dr. Dian Ekawaty [smail, SH. . MH
710518 018 Anak 2. Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH.,MH
27 | Gledis Yassin Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan I. Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH. MH
710 518 024 Lalu Lintas 2. Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH.,MH
28 | Rusmansyah Daipaha Penegakan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Di Bawah I. Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH. MH
710 518 006 Umur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 2. Dr. Ha. Nur Mohamad Kzisim: S.Ag.,MH
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29 | Andrianus Suleman Penerapan Sistem Presidensial Pasca Amandemen UUD NRI 1945 | 1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,M.Hum
710 518011 2. Dr. Duke Arie widagdo, SH,MH,C.L.A
30 Ramli K. Baderan Kontadiksi Putusan Mahkamah Agung Terhadap Putusan | 1. Dr. Fence M. Waf“"*SH"MH H CLA
710 518 015 Mahkamah Konstitusi Tentang Syarat Calon Anggota DPD RI 2. Dr. Duke Arie widagdo,SH.,MH..C.L.
Pada Pemilu Tahun 2019 -
31 Daniel Ta'dung  Implementasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dalam Tindak | 1. Prof. Dr. Fenty U. P uluhulawa, SH.,M.Hum
710 518 035 Pidana Korupsi Aparatur Sipil Negara 2. Prof. Dr. Johan Jasin, SH'?M'Hum
32 | Siti Fatimah Julia - Tinjauan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap 1. Dr. Ha. Nur Mohamad Kasim, S.Ag.. MH
]1 710 518 037 Pengangkatan Anak Serta Akibat Hukumnya Dalam Pembagian 2. Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,M.Hum
B | Warns .
33 | Fibnyanti Kanm ' Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-VII1/2017 1. Dr. Ha. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., MH
_.__-__;_-{_]q 518 021 | Tentang Batas Usia Kawin 2. Dr. Duke Arie Widagdo,SH.,MH.,.C.L.A
34 Melki T. Tunggati | Legalitas Nikah Beda Agama dan Implikasi Hukumnya Terhadap | 1. Dr. Ha. Nur Mohamad Kasim, S.Ag.,MH
170518014 | Anak Yang Di Lahirkan 2. Dr. Fence M. Wantu,SH.,MH
35 | Makrun 7| Efekufitas Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan 1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH.,M.Hum
710 518 033 Pembangunan Daerah (TP4D) Dalam Meminimalisir Tindak 2. Prof. Dr. Johan Jasin, SH..M.Hum
; - Pidana Korupsi Di Indonesia
36 | Dian Amelia Sahami Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin 1. Dr. Ha. Nur Mohamad Kasim, S.Ag. MH
| 710 518 008 2. Dr. Lusiana Margareth Tijow, S H., M.H.
37 Y usuf Husen Kajian Hukum Atas Perubahan Tarif Pajak PPH Pasal 23 Dalam 1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH. M.Hum
1710518047 ' Perspektif Hukum Pajak Indonesia 2. Dr. Ha. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., MH
38 Fatimah Fitra Djafar Status Tanah Wakaf Di Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo 1. Dr. Ha. Nur Mohamad Kasim, S.Ag.,MH
1 710518 020 ' (Stud1 Kasus Masjid Al-Qamar JI. Rambutan) 2. Prof. Dr. Johan Jasin, SH. M.Hum
39  Uyan Kelfiyanto Husain | Implementasi Tugas dan Fungsi Legislasi Desa (Studi Kasus Desa | 1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,M.Hum
710 518 039 . Se- Kecamatan Anggrek) 2. Dr. Duke Arie Widagdo,SH. MH.,C.L.A
40 | Wawan Andi Susanto Fungsi Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota Dalam I. Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH., MH
| 710 518 038 Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas Sebagai Wujud Penegakan | 2. Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH.,MH
Hukum D1 Wilayah Kota Gorontalo o
41 Ll Nasrudin | Objekuifikasi Hukum Perkawinan Islam Indonesia (Studi Terhadap | 1. Dr. Ha. Nur Mohamad Kasim, S.Ag.,MH
| 710517018 | Pencatatan dan Usia Perkawinan Di Indonesia) 2. Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,M.Hum
42 | Mansur K. Rahim Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan | 1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH..M.Hum
L 710518 051 Hubungan Kerja Di Dinas Nakertrans Provinsi Gorontalo 2. Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH.,.MH
43 Sarlin R. Al Peranan Poln Dalam Menanggulangi Tindak Pencurian Dengan 1. Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH..MH
s 710 518 005 Kekerasan (Studi Kasus Di Polres Boalemo) 2 asim,

. Dr. Ha. Nur Mohamad Kasim, S.Ag.,MH
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F 44 Saprudin D. A. Maksum Analisis Yuridis Terhadap Keberadaan Sertifikat Ganda Hak Milik | 1. Dr, Fence M. Wantu, 577 MH
710 518 029 . Atas Tanah (Studi Kasus D1 Pengadilan Tata Usaha Negara 2. Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.,
Gorontalo) - I
45 Rahmat R. Huwovon Disparitas Putusan Hakim Atas Perkara Pidana Anak Dalam 1. Dr. Fence M. Wantu, SH-_,_MH St M
710 518 050 Perspektif Perlindungan Hak-Hak Anak 2. Dr. Lusiana Mar areth TIJE;IWI:I 5
46 Hirsam Gustiawan Konsep Pidana Overmacht Dalam Perspektif Hukum Pidana 1. Dr. Fence M. Wantu, SH.,SH -
710 518 049 1 2. Dr. Dian Ekawaty Ismail, 512,

Djtetapkan Di Gorontalo
A/ BIREKTUR (Y}~

SARSON W.DJ. POMALATO
IP. 196008081986021003
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KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR : 1300/1'N47.C/KM/2018

tentang

PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER HUKUM

TAHUN AKADEMIK 2018/2019
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Menimbang : a bahwa dalam kegiatan akademik Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
mensyaratkan disusunnya tesis sebagai salah satu syarat unruk menyelesatkan
studi;

b. bahwa untuk membimbing penulisan tesis tersebut perlu diangkat Komisi
Pembimbing yang mempunyai wewenang dan kemampuan akademik:

. berdasarkan butir a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Direktur
Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-undang No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen

Undang — undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tingg

Peraturan Pemenintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tmggr
Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggn,

Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang
Standar Pendidikan Tinggi

6. Keputusan Presiden RI Nomor 54 tahun 2004 tentang Pengalihan Status IKIP
Negen Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo

7. Keputusan Mendikbud RI Nomor 193/ MPK/A4/2014 tanggal 10 September
2014 Pengangkatan Dr. H Syamsu Qamar Badu, M Pd sebagai Rektor
Universitas Negen Gorontalo masa Jabatan 2014 - 2018,

8  Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan linggr Nomor 11 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kena (OTK) Umversitas Negen Gorontalo:

9. Keputusan Rektor Universnas Negen Gorontalo Nomor 59 UN47 KP 2016
tanggal 7 Januan 2016 tentang Pengangkatan  Direktur Pascasanana
Universitas Negeni Gorontalo:

10. Keputusan Menter Keuangan Nomor 131/KMK 052009 tentang Penctapan

Universitas Negen Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai

Instans: Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (PK-BLU):

LA W -

~
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11.

12.

13.

14.

15,

16.

Memperhatikan : 1.

2.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
193/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Dr. H. Syamsu Qamar Badu,
M.Pd sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2014-2018
Permenristek Nomor 82 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Negeri
Gorontalo;

Ijin Dirjen Dikti, Nomor : 106/E/0/2014 Tanggal 19 Mei 2014 tentang izin
Penyelenggaraan Program Studi S2 Ilmu Hukum Universitas Negeri
Gorontalo;

Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor : 420/KPT/1/2018 Tentang Perubahan Nama Program Studi
pada Umversitas Negeri Gorontalo:;

Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 372/H47.A2/DT/2009
tanggal 1 Mei 2009 tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan Fakultas dan
Direktur Pascasarjana Untuk Atas Nama Rektor Menandatangani Surat
Keputusan yang Berkaitan dengan Kegiatan Akademik di lingkungan Fakultas
dan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;

Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri  Gorontalo Nomor
59/UN47/KP/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H.

Sarson W. Dj. Pomalato, M.Pd sebagai Direktur Pascasarjana Universitas
Negen Gorontalo.

Daftar usulan nama Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Magister
hukum yang dilengkapi dengan Judul Tesis.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Gorontalo
Nomor: SP.DIPA-042.01.2.400961/2017 tanggal 7 Desember 2016.

]
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Menetapkan
Kesatu

Kedua

Ketiga

Keempat

Tembusan Yth :

MEMUTUSKAN

Mengangkat mereka yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam
lampiran Surat keputusan ini sebagai Komisi Pembimbing Tesis Program

Magister Hukum Tahun Akademik 2018/2019 Pascasarjana Universitas Negeri
Gorontalo.

- Tugas pembimbing, yakni mengarahkan, memeriksa konsep, mendiskusi-

kannya dengan peneliti/penulis, serta mempertimbangkan diterima/ditelaah isi
tesis..

. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada

anggaran yang tersedia untuk itu.

. Keputusan i berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada yang

bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab dengan
catatan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : GORONTALO
TANGGAL '~ 30 OKTOBER 2018

r. H. Sarson W.DJ. Pomalato, M.Pd
. 196008081986021003

1. Para Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo:;

2. Ketua Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Negen Gorontalo;
3. Kasubag Tata Usaha Pascasarjana Universitas Negen Gorontalo: |
4. Bendahara Pascasarjana Universitas Negen Gorontalo:

5. Arsip;-
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Lampiran Keputusan Direktur Pascasar; iversi i Go
oo 1300/UN47 C/KM/2018 fjana Universitas Negeri Gorontalo
Tanggal 30 Oktober 2018

Tentang Penetapan Komisi Pembimbin

Tahun Akademik 2018/2019.
%

g Tesis Mahasiswa Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo

NO| NAMA/NIM ) - JUDUL TESIS PEMBIMBING
Andi Muhammad : . o —
1 | Yusuf Ariffuddin Perh{ldupgan Hukun} Terhadap Pers dalam Mencantumkan Identitas 1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum
NIM - 710517002 Publik Figur Sebagai Pelaku Kejahatan di Media Massa 2. Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH, MH
. Efektifitas Penanganan Kasus-Kasus dalam Rangka Peningkatan Kinerja : :
Nunung 1. Paudi oy ; 4 . 1. Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH, MH
2 | NIM - 710517019 ;Sotlllll?:v[;%])lan i Badan Eepegavaian Fendidilem dan Relgtihan Kabupaten | ) oy [0yciarg Maraaveth Tijow, 8., MOH,
3 Ririn Wulandari Penerapam Prinsip Judical Restraint Oleh Mahkamah Konstitusi dalam 1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum
NIM : 710517021 | Menjalankan Kekuasaan Kehakiman 2. Dr. Duke Arie Widagdo, SH, MH
4 Danial Puluhulawa | Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator 1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum
2

NIM : 710517017

dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

. Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH, MH

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Mencabut Ketentuan Pasal

Wahyuni Pakaya | : g 1. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH

5 NIM - 710517025 (268 A)_zat 3 Kuhap ) Tentang_ Upaya Hukum Luar Biasa Penijauan 2. Dr. Duke Arie Widagdo, SH, MH
Kembali dan Penerapannya di Indonesia

6 Dirar Sahami Kb?iééﬁ Ideal Pengaturan Pra Peradilan dalam Praktek Sistem Peradilandi | 1. Dr. Fenc_e M. Waptu, SH., MH

NIM : 710517004 | Indonesia ‘ 2. Dr. Andi Mulyani, SH, MH
- Indra Dalimunthe | Interaksi Proses Penyidikan dan Penuntutan dalam Sistem Peradilan 1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum

NIM : 710517011 | Pidana T T T 2. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH

: : Penerapan Azas ' In Absentia " Pada Proses Penanganan 11n 1dana 1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhul SH, M.H

Fadli Bukotin : s s : o1 g - : . LI ty U. Puluhulawa, SH, M.Hum

8 NIM : 710 517300 5 Pemilu di Tinjau dari Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Pidana 2. Dr. Lusiana Margareth Tiiow, 8.H.. M.H.
- . . 1. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H

Hamdan T : , D.AL,
9 NIM - _? I 0;“;,37009 Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Dilindungi di Indonesia 2. Dr. Duke Arie Widagdo, SH, MH
10 Linda Tinengke Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Pertambangan | 1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum

2

NIM : 710517014

Rakyat di Desa Tulabolo Timur Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango

. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum |
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y | Siti Alfisyahrin ,
r 11 | Lasor Konflik Kewenangan Antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama 1. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H
NIM : 710517024 | 9alam Menangani Sengketa Waris Orang Islam 2. Dr. Andi Mulyani, SH, MH
12 1(\31?:/;5- ﬁ%yan Implementasi UU 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Dan I. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H
: _-27_998_5_1?31?_11_1-_1:’_}41311_}}3(:}l di Kabupaten Gorontalo Utara 2. Dr. Lusiana Margareth Tiyjow, S.H., M.-H
13 gllal\lii Pgl]lggullgg;iz Pemberian Grasi oleh Presiden Kepada Terpidana Kasus Narkotika dalam | 1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum
1' 4 Perspektif Politik Hukum 2. Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH, MH
14 | Maryani Podungge | Tinjauan Yuridis Penetapan Setya Novanto oleh KPK di Hubungkan 1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum
NIM : 71051 ?0] 5 | Dengan KUHAP 2. Dr. Duke Arie Widagdo, SH, MH
15 Yakop Lahati Tanggung Jawab Penyidik Terhadap Kasus Penganiayaan Yang Berakhir | 1. Prof Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum
NIM : 710517026 | Damai 2. Dr. Lusiana Margareth Tyjow, S.H., M_.H.
I@ illlﬂ): 710517023 | Permasalahan Eksekusi di Pengadialan Agama ; gll: myﬁl}ll;r:;d IS(EI{S,lmM,HS.Ag, M.H
17 Megawati S. Moha Per]jndungal_l Hukum Terhadap Hak Politik ASN Calon Independen 1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum
| NIM:710517016 | Peserta Pemilukada 2. Dr. Udin Hamim, S.Pd, M.Si
Fardiansyah Pengawasan Pengelolaan Dana Desa oleh Inspektorat Kabupaten Bolaang | 1. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum
I8 | Tamala Mongondow Utara 2. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H
NIM 710517006 o ¢ G
19 Ishak Suko Kekuatan Sertifikat Fidusia Berdasarkan Akta Perjanjian Fidusia yang 1. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H
NIM : 710517013 | Memuat Klausula Baku 2. Dr. Andi Mulyani, SH, MH
: Kewenangan Mahkamah Agung dalam Penyelesaian Sengketa _
20 Sﬁndan;,slglglf .?007 Kewenangan Mengadili Antara Pengadilan ( Studi Atas Putusan Nomor ; EI;O%DT‘J[OMH ‘a8, S.H" M.Hum
. 001-SKM/KM4/2015 ) . Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag, M.H
’1 g:;;hamo HLR. Analisis Yuridis Perlindungan Saksi dan Korban Yang Dilakukan oleh 1. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH

NIM : 710517010

Anak Dibawah Umur

2. Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M H.
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

PASCASARJANA
Jalan Jenderal Sudirman No. 06 Kota Gorontalo, 96128

Telepon (0435) 821125-831984 Fax (0435) 821752-82769%0
Laman : hitp://www. ung.com

KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR : 1028 /UN47.C/HK.04 /2020

TENTANG

PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER HUKUM
TAHUN AKADEMIK 2020/2021
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Menimbang : a. bahwa dalam kegiatan akademik Pascasarjana Universitas
Negeri Gorontalo mensyaratkan membuat Tesis untuk meraih

gelar Magister;

b. bahwa untuk membimbing penulisan disertasi tersebut periu
diangkat Komisi Pembimbing yang mempunyai wewenang dan
kemampuan Akademik;

c. berdasarkan butir a dan b di atas, maka perlu diterbitkan
Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri
Gorontalo mengenal penunjukan Pembimbing.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang  Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pengawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pegelolaan Tinggi;
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Memperhatikan

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004

9. Permenristek Nomor 82 Tahun 2017
Universitas Negeri Gorontalo;

tentang Perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri

yorontalo;
tentang STATUTA

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

s il

12.

13.

14.

15.

19.

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009
tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada
Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah
yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (PK-BLU);

Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik  Indonesia Nomor 32029/M/KP/2019 Tentang
Pengangkatan Dr. Eduart Wolok, S.T., M.T sebagai Rektor
Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023:

[jin Dirjen Dikti, Nomor 106/E/0/2014, tanggal 19 Mei 2014,

tentang [jin Penyelenggaraan Program Magister [lmu Hukum
Universitas Negeri Gorontalo;

Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 420/KPT/1/2018 tentang

Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Negeri
Gorontalo;

Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor
372/H47.A2/DT/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Pemberian
Kuasa kepada Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana
Untuk Atas Nama Rektor Menandatangani Surat Keputusan
yang Berkaitan dengan Kegiatan Akademik di liIngkungan
Fakultas dan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;

Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor
638/UN47/KP.08.01/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang
Pengangkatan Prof. Dr. Hj. Asna Aneta, M.Si sebagail Direktur

Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo periode Tahun
2019-2023.

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri
Gorontalo

2. Permohonan Pergantian Pembimbing Prodi Magister Hukum

Tanggal 12 Oktober 2020.
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MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS
NEGERI GORONTALO TENTANG PEMBIMBING

KESATU . Menyetujui usulan Pembimbing Program Magister Hukum

Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo yang nama-namanya
tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA . Tugas Pembimbing, yakni mengarahkan, memeriksa konsep,
mendiskusikannya dengan peneliti/ penulis, serta
mempertimbangkan diterima/ditelaah isi tesis.

KETIGA . Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini

dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.
. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan
kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa

tanggungjawab dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Ditetapkan Di Gorontalo

’[‘anggal 14 tober 2020
/DIREKTUR

Mt

ASNA A ETA
NIP 195912271986032003

Tembusan Yth :
i

Para Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
2

Ketua Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Negeri
Gorontalo.

3. Kasubag Tata Usaha Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
4. Bendahara Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
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LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 1028/UN47.C/HK.04 /2020

TANGGAL 14 OKTOBER 2020

TENT.ANG PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER HUKUM PAS
GORONTALO TAHUN AKADEMIK 2020/2021

CASARJANA UNIVERSITAS NEGERI

| O _____DAMa/NIM . JUDUL TESIS -~ PEMBIMBING
ll 1. | Khairunnisa Muchsin | Kontitusionalitas Terhadap Parlemen Di "1 Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH.,
710519002 ' Indonesia M.Hum
| 2.Dr. Ha_._NEEl\_/Iohammad Kasim, S.Ag., MH
2. | Abdul Rahman A. Al Analisis Yuridis Terhadap Penentapan Wali Adhal | 1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH.,
710519020 Di Tinjau Dari Pasal 23KHI (Studi kasus | M.Hum
terhadap penetapan pengadilan agama gorontalo) . 2. Dr. Lusiana Margaret tijow ,SH., MH
3. Ahmad ' Kewenangan Pengujian Undang-Undang ' 1.Dr. Fence M. Wantu, SH., MH
710519015 | Terhadap UUD 1945 oleh mahkamah konstitusi | 2. Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH., MH
- dalam prespektif Contitusional dialog) B i
4. Budi Hartono ' Efektifitas pengawasan BAWASLU Gorontalo 1. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH
710519004 Utara terhadap netralitas aparatur sipil Negara | 2. Dr. Lusiana Margaret Tijow, SH., MH
- pada pemilihan kepala daerah tahun 2014 | ‘ _
o. Gustab Mustofa Botutihe Pelaksanaa PERJA no. 15 tahun 2020 tentang T 1. Dr. Ha. Nur Mohammad Kasim, S.Ag., MH
710519010 penghentian penuntut berdasarkan keadilan i 2. Dr. Lusiana Margaret Tijow, SH., MH
restorative dalam penuntutan tindak pidana di |
kejaksaan negeri kota gorontalo
6. Imam Fajar Awulia Abas Peran Polda Gorontalo Dalam Pemberantasan 1. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH
710519011 | Tindak Pidana perdagangan perempuan dan 2. Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH., MH
anak
i &8 Kadimmudin Baehaki ' Efektifitas pengawasan BAWASLU terhadap 1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH.,
710519007 ' kegiatan money politik pada pemilukada ' M.Hum
| dikabupaten gorontalo utara | 2.Dr. Fence M. Wantu, SH., MH
8. Karina Nataya Walenta Perkawinan Suku Sedara Suku Polahi Dalam . 1.Dr. Ha. Nur Mohammad Kasim, S.Ag., MH
710519023 | Perpektif Kearifan Lokal Ditinjau Dari UU Tahun 2.Dr. Lusiana Margaret Tijow, SH., MH
| 1974 Tentang Perkawinan. - - I
9. Lufti Amir R TI Penyelesaian Panah Wayer Dalam Konteks I.Dr. Fence M. Wantu, SH_,—M_H
710519016 ' Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Gorontalo | 2.Dr. Ha. Nur Mohammad Kasim, S-Ag:, MH |
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, 710519013

e e —

Muhammad Furqon

e s i e s o

Anahsas Pututsan MA A Aiaqkasua First Travel

Muhammad Yusuf Putra ' Pernikahan Online Dalam Kacamata Adat

| L Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH.,

- ‘F*l—mn_‘ﬂ

M Hum
2. Dr. Lusiana Margaret Tyow, SH, MH |
1. Prof. Dr Fenty U Puluhulawa, SH.,

| 710519018 Gorontalo Dan Hukum Perdata Dimasa Pandemi M.Hum
T #ﬁlha]duﬁﬂ-;h - | 2Dr. Ha Nur Mohammad Kasim, S.Ag., MH
| i Icroatees nwar Efeklw:laq Hukum Pidana Terhadap Kelalaian 1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH.,
| J Pengemud) Kenderaan Bermotor Yang M.Hum
L Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dalam 2. Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH., MH
_1 Kecclakaan Dijalan Raya - - e
13. | Rocky Saputra M Ibrahim Perlindungan Hak Anak Dalam Proses 1.Dr. Fence M. Wantu, SH., MH
710519005 Penyidikan Ditinjau Dari Pasal 23 Ayat | 2.Dr. Lusiana Margaret Tiyyjow, SH., MH
Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang
N Sistem Peradilan Anak ) 3
14. | Ruly Lamusu ' Penyuluhan Dan Pcncrangan Hukum Dalam 1. Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH., MH
710519014 Upaya Peningkatan Kepatuhan Hukum. (Study 2. Dr. Lusiana Margaret Tijow, SH., MH
|  Kpencegahan Korupsi Dana Desa Di Gorontalo
1 _ __Utara) o
8. TFt.’*g.,.far': Dodo Hutagalung | Peran Poln Terhadap Penanganan Premanisme 1. Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH., MH
| ] (710519009 | Yang Ada Di Kota Gororntalo. 2. Dr. Lusiana Margaret Tijow, SH., MH
16. | Sabaruddin - Model Pembinaan Anak Berkonflik Dengan 1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH.,
1 710519017 -Hukum ( Studi Kasus Dilembaga Pembinaan M.Hum
1 o B Khusus Anak Kelas 2 Gorontalo 2. Dr. Udin Hamim, SH, M.Si
" 17. | Silvana Diani " Analisis Perlindungan Hukum Pelaku Narkotika | 1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH..
70519019 . D1 Kota Gorontalo M.Hum
- 2. Dr. Ha. Nur Mohammad Kasim, S.Ag., MH
18. | Sofyan Wanandi Putra Bempah | Pembagian Harta Warisan Adat Suku Jawa 1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH.,
' 710519006 Tondano (JATON) di Desa Reksonegoro Kec. M.Hum
| | ' Tibawa Kab. Gorontalo. 2.Dr. Fence M. Wantu, SH., MH
19. | Sufnn Mohulaingo Eks:swnm de Sebagai FUﬂgSI Legislasi, 1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH.,

I

| Budgcung Dan Pengawasan Dana Desa Di

710519008
| Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

M.Hum
. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH

N
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"20.  Tri Alan M. Djaini B e e s
710519022 Sius | Tinjauan Sosio Yuridis Dan Akibat Hukum
| Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Melalui
| . Pengadilan. (Studi Kasus di Kecamatan
o} . | Momilanﬂo}{abﬂpalen Gorontalo) |
21. | Yusuf Hamzah B = s s _ S L : . .
| 716519003 Rekonstruksi Pasal 280 Ayat 1 Undang Undang 1.Dr. Fence M. Wantu, SH., MH

- Nomor 7 Tahun 2017 Sebagai Upaya Mencegah Dr. Ha. Nur Mohammad Kasim, S.Ag., MH
 Kecurangan Pemilu.

% rl. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH |
' 2. Dr. Lusiana Margaret Tijow, SH., MH

/) DIREKTUR, [W

ASNAANETA
NIP 195912271986032003
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